
BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana
di daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, Pemerintah Daerah telah membentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa untuk penguatan fungsi penanggulangan bencana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan
penataan ulang terhadap susunan, tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.Undang-Undang...
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

13.Peraturan...
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010  tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daearah Kabupaten Bogor Nomor 42);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010  tentang
Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun  2010 Nomor 9);

Dengan...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 2 Tahun 2010  tentang  Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun  2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 42)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bogor.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bogor.

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis antara lain banjir, tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus, angin topan, dan kebakaran.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas
Pemerintah Daerah.

2.Ketentuan...
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Susunan organisasi Badan, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi unsur Pelaksana, terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:

1. Seksi Pencegahan; dan

2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:

1. Seksi Kedaruratan; dan

2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi; dan

2. Seksi Rekonstruksi.

f. Satuan Tugas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Judul…
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4. Judul Paragraf 5 dan Ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal
23 diubah, sehingga Judul Paragraf 5 dan ketentuan Pasal 21,
Pasal 22 dan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 21
(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas

membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan
pengoordinasian dan melaksanakan kebijakan dibidang
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai
fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat; dan

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dibantu oleh:

a. Seksi Pencegahan; dan

b. Seksi Kesiapsiagaan.

(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 22
(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan
pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber
bahaya atau ancaman bencana;

b. penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana; dan

c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan
risiko bencana.

Pasal 23...
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Pasal 23
(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan
pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data
kesiapsiagaan bencana;

b. penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana; dan

c. pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana.

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 30A
Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 31
(1) Untuk membantu operasionalisasi unsur pelaksana di lapangan

dapat dibentuk Satuan Tugas.

(2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Kepala Pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

1. Fungsi yang berkaitan dengan Pemadaman Kebakaran di dalam
Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

2. Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

3.Pasal…
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3. Pasal 98 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); dan

4. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 72).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Januari 2015

Plt. BUPATI BOGOR

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : 3/2015

ttd

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI


